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Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Disahkan oleh
PENDOKUMENTASIAAN INFORMASI PUB
Judul SOP e
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1.  Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | 1)  Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Informasi Publik Tahun 2021 Tentang Pendokumentasiaan Informasi Publik

2. g;lgt?:g- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan | ) Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Undang U g Nomor 43 Tahun 2009 ten K ipan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

4 Aital edion &1 Talin 9010 Daerah dan Pa'atlu-an Gu—benmr Nomor 16 Tfim_m_m” Tentang Pa‘ioman
ot Pel U - Undang nomor 14 Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah

r . Provinsi Banten

PRRR. SN oty Batiaeinakuman Rtk Pt 3) Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan :

5.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 a) Melakukan pelayanan publik
Tahun 2010 tentang b) Memahami pem'}okumentasian.keamipan

6.  Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di dan pengelolaan informasi

0 ol 1 s ¢) Memahami teknologi informasi
ingkungan Komunikasi dan Informat o : e
7. P Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 d) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan pelayanan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pengedolaan informasi dan dokumentasi
Pemerintah Daerah

8.  Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pendokumentasiaan Informasi Publik

9.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
i b Masyarakat yang Membutuhkan Formulir isian

1.
informasi Publik dari Pemerintah 3 komputer
3. Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon
informasi tidak akan terlayani dengan Baik

% Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima
tidak akan tercapai

3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif
Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif




STANDAR PENDOKUMENTASIAAN INFORMASI PUBLIK

; Pelaksana _Fendukmg
= begining Petugas PPID PPID Pelaksana | _ Atasan PPID Kelengkapan Waltu Output S
1 Mengumpulkan Seluruh Informasi Publik Form Daftar Informasi Dokumen Daftar
Yang Termuat Dalam Daftar Informasi Publik Informasi Publik
Publik
Tentatif
2 Menyetujui dan Mengesahkan Seluruh Draft SK Daftar SK Daftar
Informasi Dan Dokumentasi Publik Yang Informasi Publik Informasi Publik
Sudah Didaftar Dan Tersedia
Tentatif
3 Menyimpan dan mendokumentasikan 1. Seluruh Dokumen Arsip Dokumen
seluruh dokumen daftar informasi publik Daftar Informasi Informasi Publik
secara dokumen digital (softcopy) dan Publik
dokumen nondigital (hardcopy) serta 2. Portal
memenuhi kaidah interoperabilitas data https://bantenprov.
pada portal data bantenprov.go.id. go.id/
Tentatif

epala Dinas Perhubungan

19660530 199003




